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ABSTRAK 

* 

PT Pelabuhan Indonesia I diperiksa Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena 
hasil klaritlkasi lanjutan dan penyidikan laporan kasus tender pengerukan alur 
Pelabuhan Belawan pada 2006 senilai Rp. 20 miliar dilaporkan adanya persaingan 
tidak sehat. Salah satu tuduhan persekongkolan mengacu adanya persyaratan dalam 
tender yang dibuat panitia tender hanya dapat dipenuhi oleh satu pelaku usaha saja. 
Panitia Pengadaan barang dan jasa, mempersyaratkan peserta tender harus memiliki 
kapal jenis Hooper berkapasitas 2.900 M3 dan mencantumkan pengalaman kerja 
pengerukan sebanyak 700 ribu ton per tahun. Untuk mendapatkan kedalaman alur 
yang dapat dilalui kapal dari berbagai ukuran, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I 
(Pelindo) selalu melakukan penunjukan langsung kepada PT Pengerukan Indonesia 
(Rukindo) untuk melakukan pengerukan alur dan kolam di Pelabuhan Belawan. 

Perumusan Masalah penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimanakah 
pengaturan tender pengadaan barang dan jasa bagi BUMN (Persero), bagaimanakah 
penyimpangan persekongkolan tender kasus alur pelabuhan Belawan ditinjau dari 
Undang-undang No. 5 tahun 1999 serta bagaimanakah penegakan hukum yang 
dilakukan oleh KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 
1999 dalam Perkara No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 2007 kasus 
persekongkolan tender alur pelabuhan Belawan . 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. 
dengan lokasi penelitian pada Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I 
Medan dan Cabang Pelabuhan Belawan . Metode Pengumpulan Data dilakukan 
melalui studi kepustakaan yang sifatnya normatif membutuhkan data sekunder dan 
data primer untuk mendukung analisisnya dan data empiris untuk mendukung proses 
analisis. 

Analisis Data menggunakan metode analisis normatif kualitatif karena penelitian ini 
bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dimana sebagai acuan Undang
undang No. 5 tahun 1999,putusan Putusan Perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2007 
tanggal 19 September 2007 sebagai norma hukum positif. 

ABSTRAK 

Indonesia I diperiksa Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
klaritlkasi klaritlkasi lanjutan dan penyidikan laporan kasus tender pengerukan 

Belawan pada 2006 senilai Rp. 20 miliar dilaporkan adanya 
Salah satu tuduhan persekongkolan mengacu adanya persyaratan dalam 
dibuat panitia tender hanya dapat dipenuhi oleh satu pelaku 

Pengadaan barang dan jasa, mempersyaratkan peserta tender harus 
Hooper berkapasitas 2.900 M3 dan mencantumkan pengalaman 
sebanyak 700 ribu ton per tahun. Untuk mendapatkan kedalaman 
dilalui kapal dari berbagai ukuran, PT (Persero) Pelabuhan 

selalu melakukan penunjukan langsung kepada PT Pengerukan 
untuk melakukan pengerukan alur dan kolam di Pelabuhan Belawan. 

Masalah penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimanakah 
tender pengadaan barang dan jasa bagi BUMN (Persero), bagaimanakah 

penyimpangan persekongkolan tender kasus alur pelabuhan Belawan ditinjau 
Undang-undang No. 5 tahun 1999 serta bagaimanakah penegakan hukum 

oleh KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 
Perkara No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 2007 
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Untuk mendukung akurasi analisis maka dalam penelitian ini dipergunakan premis 
mayor yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang mengatur beberapa tindakan 
pelaku usaha dan pihak lain, dan larangan bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender .sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sementara premis minor adalah tindakan
tindakan apa sajakah yang dilakukan oleh berbagai pelaku usaha dan pihak lain 
melakukan tindakan persekongkolan serta pendekatan rule of reason . 

Kesimpulan dari penelitian pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN adalah 
tindakan pengurusan perseroan oleh dlreksi dan dalam melaksanakan tugasnya harus 
mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib 
melaksanakan prmstp profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. sesuai dengan prinsip-prinsip serta 
ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa serta asas persaingan usaha 
yang sehat. 

Untuk pengadaan barang dan jasa di terkait dengan tender tersebut diatas mengacu 
Keputusan Direksi Nomor : PP.2 1/ 11 10/P.1.99 tanggal 1 September 1999 DAN saat 
ini pengadaan barang jasa BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara No. 5/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Persekongkolan 
tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalarn berkompetisi dilakukan secara 
tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. 

Majelis Komisi menilai PT (Persero) Pelindo dalam menetapkan persyaratan dalam 
RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang yang 
mengarah pada PT (Persero) Pengerukan Indonesia (persekongkolan vertikal). 
Tindakan PT (Persero) Pelindo I yang menerima bentuk Joint Operation (JO) PT 
(Persero) Pengerukan Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk JO yang 
dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam RKS, memfasilitasi PT (Persero) 
Pengerukan Indonesia untuk dapat mengikuti tender pekerjaan pengerukan alur 
pelayaran Pelabuhan Belawan. 
PT (Persero) Pelindo I lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak mencantumkan 
perubahan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper dalam addendum RKS 
dan berita acara aanwijzing. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam 
evaluasi untuk penentuan pemenang tender yang hanya berdasarkan pada harga 
penawaran terendah tanpa menggabungkan nilai yang diperoleh peserta tender pada 
evaluasi teknis dan evaluasi harga, merupakan tindakan yang menguntungkan PT 
(Persero) Pengerukan Indonesia dalam memenangkan tender dan melakukan 
kesalahan dalarn penerapan persyaratan bid capacity dalam bentuk transfer dana 
bukan berupa surat dukungan bank. 
PT (Persero) Pelindo I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi bid capacity yang 
seharusnya dilakukan pada evaluasi administrasi tetapi dilakukan pada evaluasi 
teknis.Dengan demikian terdapat persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I 

ii 
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mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan 
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dengan Terlapor II. dengan demiklan pendapat , unsur bersekongkol terpenuhi 
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang 
memeriksa pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adaiah menyatakan PT 
(Persero) Pelindo I sebagai Terlapor I dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia sebagai 
Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang 
No. 5 tahun 1999 dan menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda 
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng. 

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadian Negeri Medan tentang 
pemeriksaan perkara keberatan atas putusan KPPU Nomor05/KPPU- L/2007 tentang 
tender pengerukan alur pelabuhan Belawan yang dibacakan oleh Ketua Majelis 
Hakim yaitu Leonardus Slbarani ,SH bahwa pelawan I PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia I dan pelawan II PT (Persero) Pengerukan tidak terbukti melanggar pasal 
22 UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat 

Pada bagian saran Undang-undang ini perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan 
masyarakat, terutama pada masyarakat yang bergerak dalam dunia bisnis, keberadaan 
lembaga pengawas yang memiliki integritas kuat sangat menentukan ditegakkannya 
peraturan terse but. Salah satu lembaga pengawas terse but adalah KPPU, yang 
memilikl kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif bagi 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang larangan persekongkolan penawaran 
tender .. Perlu dibentuk Peradilan Anti Monopoli sebagai peradilan khusus yang 
menangani masalah persaingan usaha serta meningkatkan status KPPU sebagai 
sebuah Komisi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya UU No.5 
tahun 1999, yang terbatas pada tindakan menyelidiki, menilai dan menetapkan 
tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Kemudian hasil 
kerjanya itu dilaporkan/diajukan kepada Pengadilan Anti Monopoli. 

* Mahasiswa PPs.MHB UMA 

** Pembimbing Pertama,Dosen PPs.MHB UMA 

*** Pembimbing Kedua,Dosen PPs.MHB UMA 
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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akta Notaris Irnas Fatimah SH No. 1 

tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia No. 8612 tahun 1994, beserta perubahan terakhlr sebagaimana 

telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 

Januari 1999 No. 1. Dengan visi yang mengandung makna bahwa perusahaan 

berorientasi pasar, berdaya saing dan berdaya cipta tinggi serta memiliki core 

bussines dan core competence yang memberikan high added value1• Kegiatan 

usaha yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan 

dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan, diantaranya 

meliputi kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu-lintas, dan tempat

tempat berlabuhnya kapal. Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama di 

lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I merupakan pintu gerbang 

perekonomian Sumatera Bagian Utara dan juga merupakan pelabuhan ekspor 

komoditi agro industri terbesar di Indonesia, seperti : kelapa sawit, karet, coklat, 

kopi, tembakau dan lain-lain. Langkah awal untuk menjadikan Pelabuhan 

Belawan bertaraf Intemasional, untuk pelayanan kapal telah dilengkapi dengan 

standar ISO 9001:2000, serta dalam penanganan sistem keamanan fasilitas 

1 www.inaportl.co.id.dikunjungi 15 Juli 2008 
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pelabuhan terhltung sejak tanggal 1 Juil 2004 diberlakukan persyaratan sesuai 

ketentuan International Maritime Organization (IMO) dan telah dikeluarkan 

"Pemyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan" (Statement of 

Compliance of Port Facility) oleh Pemerintah No. KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 

yang berarti Pelabuhan Belawan telah memenuhi ketentuan International Ships 

and Port Facility Security Code (ISPS-CODE). Keandalan keselamatan pelayaran 

terutama kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Belawan harus terjamin. 

Pengerukan alur pelabuhan Belawan dilakukan karena tingginya 
pengendapan/sedimentasi, alur pelabuhan diapit oleh dua sungai yakni Sungai 
Deli dan Sungai Belawan. Alur pelayaran yang mengalami sedimentasi 
sekitar 0,7 cm per hari secara rutin dilakukan pengerukan lumpur sekitar 1,5 
meter di alur pelayaran sepanjang 13,5 km dengan lebar 100 meter. Lumpur 
yang dikeruk mencapai 1,950 meter kubik, dengan pengerukan kedalaman 
alur dapat ditingkatkan menjadi sekitar 9,5 meter dari 8 meter, kedalarnan 
alur 9,5 meter merupakan tingkat yang ideal dari segi keselamatan pelayaran2• 

Untuk mendapatkan kedalaman alur yang dapat dilalui kapal dari berbagai 

ukuran, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) selalu melakukan 

penunjukan langsung kepada PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) untuk 

melakukan pengerukan alur dan kolam di Pelabuhan Belawan. Penunjukan 

pelaksana proyek didasari dari adanya penandatanganan kerjasama (MoU) antara 

Pelindo I - IV dengan PT Rukindo untuk mengerjakan pengerukan pada alur 

pelabuhan dan kolam. MoU tersebut juga ditandatangani oleh Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN). 

Pada akhir tahun 2005, Meneg BUMN akhirnya mencoba membuka celah 
untuk dilakukan tender pada proyek pengerukan alur dan kolam di seluruh 
jajaran Pelindo. Selama masa orde baru peraturan yang mengatur mengenai 
persaingan usaha ini sulit sekali direalisasikan. Hal ini dikarenakan oleh 

2 www.bumn.go.id/set.lang.html?language=2&loc/news.detail.html ?news Id= 18008 
dikunjungi 28 Mei 2008 
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